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MOTO : 

Ilmu bukan sekedar hafalan atau mengetahui banyak hal. Ilmu yang sejati 

adalah ilmu yang menuntun seseorang untuk sadar tentang arti hidup, semakin 

dekat dengan Allah, serta memberikan tuntunan bersikap dalam kehidupan. 
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ABSTRACT 

 

The seizure of notarial deed minutes has significant implications in the judicial 
process. The minute of the deed as evidence can be key in proving a criminal act. 
Therefore, it is important to ensure that the seizure is carried out legally and in 
accordance with the applicable regulations.The type of writing used to discuss and 
analyze this issue is normative legal research with a statutory approach, a 
conceptual approach, and a case approach. In criminal justice, there is an 
integrated system in which investigators are included. The police investigators and 
civil servant investigators are not organs outside the judicial power, so the 
investigators are authorized to seize notarial deed minutes, meaning they have 
attributive authority. The Notary Honorary Council's authority is limited to 
approving the retrieval of only photocopies of the minute of the deed. The seizure 
of notarial deed minutes is guided by the seizure provisions in Article 43 of the 
Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Circular Letter of the Supreme Court 
of the Republic of Indonesia dated April 12, 1986, number: MA/Pemb/3429/86, 
which states that the seizure is conducted with the permission of the local district 
court chairman. It is hoped that the regulation regarding the authority of 
investigations between the Indonesian National Police investigators and the Civil 
Servant Investigators (PPNS) will be further reviewed, as it may lead to a tug-of-
war over authority. Additionally, the notary public profession law can be updated 
and formulated with specific provisions regarding the limits of notaries' criminal 
liability. In order to provide legal protection for notaries, clearer legal provisions 
are needed, as well as cooperation between institutions, particularly the 
Indonesian Notary Association and the Indonesian National Police, to create 
regulations on the seizure, summons, and examination of notaries. 
 
Keywords: authority, investigation, seizure, minute of deed. 
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ABSTRAKSI 

Penyitaan minuta akta notaris memiliki implikasi yang signifikan dalam proses 
peradilan. Minuta akta sebagai bukti dapat menjadi kunci dalam pembuktian suatu 
tindak pidana. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penyitan 
dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Tipe penulisan 
yang dipergunakan untuk membahas dan menganalisis permasalahan ini adalan 
penelitian hukum normative dengan pendekatan undang-undang,Pendekatan 
konseptual, Pendekatan kasus. Dalam peradilan pidana terdapat sistem yang 
terintegrasi dimana penyidik termasuk didalam sistem tersebut . Penyidik Polri 
dan PPNS bukanlah organ diluar kekuasaan kehakiman sehingga penyidik 
berwenang melakukan penyitaan minuta akta notaris yakni memiliki kewenangan 
atributif. Majelis Kehormatan Notaris wewenangnya terbatas pada persetujuan 
pengambilan hanya fotokopi minuta akta saja. Penyitan minuta akta notaris 
berpedoman pada penyitaan dalam pasal 43 KUHAP serta Surat Edaran 
Mahkamah Agung RI tanggal 12April 1986 nomor: MA/Pemb/3429/86 yakni 
penyitaan dilakukan atas izin dari Ketua pengadilan negeri setempat. Diharapkan 
pengaturan mengenai kewenangan penyidikan antara penyidik Polri dan penyidik 
PPNS dikaji lebih lanjut, karena dapat menimbulkan tarik menarik kewenangan 
serta undang-undang jabatan notaris dapat diperbarui dan dirumuskan mengenai 
ketentuan yang spesifik tentang batasan pertanggungjawaban pidana notaris dan 
dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi notaris diperlukan ketentuan 
hukum yang lebih jelas dan kerjasama antar lembaga khususnya Ikatan Notaris 
Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk membuat suatu aturan 
tentang ketentuan penyitaan, pemanggilan dan pemeriksaan terhadap notaris. 
 
Kata kunci : wewenang, penyidikan, penyitaan, minuta akta 
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